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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai toeri-teori yang relevan dengan judul penelitian ini dengan menjabarkan variabel independen, variabel dependen, serta indikator-indikator dan sub indikatornya guna memperkuat hasil analisis dari penelitian ini. 
2.1.1 Pengertian Persediaan 
Dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan suatu aktiva lancar karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan satu tahun. Persediaan biasanya dalam jumlah yang besar serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi.

Pengertian persediaan menurut Sofjan Assauri adalah sebagai berikut:

“Persediaan adalah suatu aktiva meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam sautu periode usaha normal, atau persediaan barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi.”

(2004:169)

Sedangkan menurut La Midjan dan Ashar Susanto, menyatakan pengertian persediaan barang dagangan sebagai berikut:

“Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dagang.”

(2001:151)

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan barang dagangan merupakan suatu aktiva perusahaan meliputi barang yang dibeli untuk dijual kembali dalam suatu periode usaha normal.
2.1.1.1 Klasifikasi Persediaan 

Dalam perusahaan persediaan merupakan aset yang sangat penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi perusahaan. Persediaan itu sendiri mempunyai klasifikasi yang berbeda sesuai dengan cara perolehan dan fungsinya. Berikut akan diuraikan klasifikasi persediaan.
Menurut Sukrisno Agoes ada beberapa perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan, yaitu:
“ 1.bahan baku (raw materials)
  2. barang dalam proses (work in process)
  3. barang jadi (finished goods)
  4. suku cadang (spare parts)
  5. bahan pembantu

  6. barang dalam perjalanan (goods in transit)

  7. barang konsinyasi.”

(2004:206)         
Sedangkan menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, terdapat enam klasifikasi utama persediaan, yaitu:
“ 1.bahan baku (raw materials)
  2. barang setengah jadi (semi finished productss)
  3. barang jadi (finished products)
  4. barang umum dan suku cadang (general materials and spare parts)
  5. barang untuk proyek (work in progress)
  6. barang dagangan (commodities).”
(2003:8)
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahan baku (raw materials)
Bahan mentah yang belum diolah, yang akan diolah menjadi barang jadi, sebagai hasil utama dari perusahaan yang bersangkutan.

2. Barang setengah jadi (semi finished productss)
Hasil olahan bahan mentah sebelum menjadi barang jadi, yang sebagian akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi, dan sebagian kadang-kadang dijual seperti apa adanya untuk menjadi bahan baku perusahaan lain.

3. Barang jadi (finished products)
Barang yang sudah diproduksi atau diolah yang merupakan hasil utama perusahaan bersangkutan dan siap dipasarkan atau dijual.

4. Barang umum dan suku cadang (general materials and spare parts)
Segala jenis barang atau suku cadang yang digunakan untuk operasi menjalankan perusahaan/pabrik dan untuk memelihara peralatan yang digunakan. Seringkali barang persediaan jenis ini disebut juga barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, atau MRO materials (maintenance, repair and operation)
5. Barang untuk proyek (work in progress)
Barang-barang yang ditumpuk menunggu pemasangan dalam suatu proyek baru.

6. Barang dagangan (commodities)
Barang yang dibeli, sudah merupakan barang jadi dan disimpan di gudang menunggu penjualan kembali dengan keuntungan tertentu.
2.1.1.2 Pengelolaan Persediaan
Masalah pengelolaan persediaan merupakan masalah yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena pengelolaan persediaan akan menentukan atau mempengaruhi kelancaran aktivitas perusahaan untuk mencapai efektivitas.

Pentingnya pengelolaan persediaan tersebut dikemukakan oleh Sofjan Assauri sebagai berikut:

“Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan ini dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh sebab itu setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya.”

(2004:176)

Dari pendapat di atas dapat diartikan sebagai berikut: perusahaan pertama-tama harus mempunyai sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam persediaan, karena persediaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Setelah persediaan bisa diadakan, perusahaan harus bisa mengatur, mengelola serta mengantisipasi jumlah dan mutu yang tepat dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang serendah-rendahnya.

Pada umumnya rekening persediaan dinilai berdasarkan biaya. Metode akuntansi yang digunakan untuk menilai persediaan sangat penting, karena berpengaruh terhadap nilai rupiah persediaan dan biaya barang yang dijual. Kebanyakan kasus dalam menilai persediaan adalah berdasarkan atas biaya asli dari item tersebut. Hal ini tidak menjadi masalah apabila biaya item konstan, tetapi selama periode waktu dimana item yang dibeli memiliki perbedaan biaya, maka penilaian berdasarkan biaya asli sulit dilakukan. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas mengenai metode penilaian dan pencatatan persediaan.
2.1.1.3 Metode Penilaian Persediaan 
Dalam pengelolaan persediaan, masalah penilaian atas persediaan itu sendiri sangat perlu, karena akun persediaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Berikut akan diuraikan mengenai jenis dari  metode penilaian persediaan.
Menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu:

“1. FIFO (First in-First out)
 2. LIFO (Last in-First Out)
 3. Harga rata-rata 
 4. Harga perhitungan khusus.”

(2003:194)
Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. FIFO (First in-First out)
Ini adalah suatu metode pemberian harga barang persediaan sedemikian rupa sehingga barang yang dikeluarkan terlebih dahulu diberi harga dengan harga perolehan yang paling lama. Metode ini berkembang dari anggapan bahwa barang yang paling dulu datang atau paling dulu diterima di gudang akan paling dulu pula dikeluarkan dari gudang. Hal ini penting, terlebih dahulu untuk barang yang mudah rusak atau yang mempunyai masa laku terbatas.
2. LIFO (Last in-First Out)
Ini adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode sebelumnya. Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu akan diberi harga dengan barang yang diterima terakhir. Metode ini berkembang dari anggapan bahwa barang yang paling akhir diterima di gudang, akan lebih dulu dikeluarkan dari gudang.

3. Harga rata-rata
Ini adalah metode antara kedua metode di atas. Dalam metode ini, perhitungan harga barang tidak berdasarkan mana yang masuk dulu dan mana yang keluar dulu, tetapi atas dasar harga rata-rata. Dalam metode ini ada tiga rata-rata, yaitu:
a. Rata-rata sederhana
Ini adalah rata-rata dari berbagai harga beli barang yang masih ada di persediaan.
b. Rata-rata tertimbang

Ini adalah rata-rata yang tertimbang, yaitu rata-rata harga satuan dari tiap-tiap barang sesuai dengan jumlah dan harga satuan masing-masing.
c. Rata-rata bergerak

Dalam metode ini, setiap ada barang baru datang, harga satuan dihitung secara rata-rata tertimbang, demikian seterusnya.

4. Harga perhitungan khusus
Harga perhitungan khusus ini dapat bermacam-macam, sesuai dengan kebiasaan perusahaan dan tradisi yang dipilih, misalnya:
a. Harga pasar
Ini adalah metode untuk menghitung harga satuan barang yang digunakan sesuai dengan harga satuan pengganti atau harga pasar, atau harga beli pada saat barang digunakan.
b. Harga pasar atau harga beli

Ini adalah penggunaan referensi harga pasar seperti di atas tetapi dibandingkan dengan harga pembelian barang dimaksud, dan mana yang lebih kecil, itu yang digunakan.
c. Perhitungan khusus lain

Ini adalah perhitungan khusus lainnya yang mungkin digunakan dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan.
2.1.1.4 Metode Pencatatan Persediaan
Di dalam pengelolaan persediaan diperlukan suatu sistem pencatatan yang baik. Sistem persediaan memerlukan adanya metode pencatatan yang memadai untuk posisi persediaan.
Adapun mengenai metode pencatatan persediaan menurut La Midjan dan Azhar Susanto, adalah sebagai berikut:

“1. Metode pencatatan persediaan partai

 2. Metode pencatatan persediaan individu

 3. Metode pencatatan persediaan kolektif.”

(2001:153)
Ketiga metode pencatatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Metode pencatatan persediaan partai
Metode pencatatan persediaan partai terutama untuk barang-barang yang sulit dibedakan kondisinya, misalnya ukuran antara satu sama lain, antara lain untuk hasil bumi, demikian pula kerusakannya untuk barang bekas, dan lain-lain, misalnya: drum bekas.

2. Metode pencatatan persediaan individu

Metode pencatatan persediaan individu terutama untuk barang-barang:

a. secara individu dapat dibedakan suatu barang dengan barang sejenis lainnya berdasarkan: merk, nomor, dan tahun pembuatan.
b. Harganya relatif tinggi, misalnya: mesin jahit, televisi, arloji, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Suatu barang biasanya menggunakan label yang digantungkan pada barang tersebut.
3. Metode pencatatan persediaan kolektif

Metode pencatatan persediaan kolektif, terutama untuk barang:
a. secara individu tidak dapat dibedakan barang tersebut dengan barang-barang sejenisnya.
b. relatif harganya murah, misalnya: sabun mandi, mentega, peniti, dan lain-lain.
Sedangkan cara dan waktu pencatatan persediaan menurut Sukrisno Agoes adalah sebagai berikut :

“Ada dua sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan, yaitu perpetual system dan phisycal (periodical) system.”
(2004:207) 
Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perpetual system
Dalam sistem ini, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan akan didebit, setiap ada penjualan, perkiraan persediaan akan dikredit. Sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan yang jenis persediaannya tidak banyak tetapi nilai persediaan per unitnya besar, misalnya dealer mobil dan toko emas.
2. Phisycal (periodical system)
Dalam sistem pencatatan ini, perkiraan persediaan tidak pernah didebit waktu pembelian dan tidak pernah dikredit waktu ada penjualan. Karena itu jika perusahaan ingin mengetahui berapa saldo persediaan pada akhir periode, harus dilakukan stock opname (perhitungan phisik persediaan). Sistem pencatatan ini biasanya digunakan pada perusahaan yang jenis persediaannya banyak tetapi nilai persediaan per unitnya kecil, misalnya toko bahan bangunan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan merupakan fase yang penting dalam proses pengelolaan perusahaan dan mempengaruhi setiap fungsi seperti produksi, pembelian, akuntansi dan administrasi. 
Pengelolaan yang baik tidak selalu mensyaratkan penyelenggaraan tingkat persediaan yang rendah. Semua faktor harus dipertimbangkan dan diseimbangkan secara wajar. Harus dikembangkan tingkat persediaan yang optimum, dengan memperhatikan semua kebutuhan untuk produksi, penjadwalan biaya dan keinginan pelanggan. Pengelolaan persediaan yang paling efektif tidak datang dengan sendirinya, sebaliknya harus disesuaikan dan diarahkan.
2.1.2 Auditing
Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas, yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, peringkasan, dan penyajian transasksi keuangan perusahaan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Sedangkan auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.
Auditing dilakukan karena di dalam menjalankan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu juga auditing dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non keuangan.
2.1.2.1 Pengertian Auditing

Audit secara umum adalah suatu proses pembangunan antara kondisi dengan kriteria kondisi atau kenyataan yang sebenarnya, melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Untuk lebih memahami arti audit secara umum, di bawah ini dikemukakan pengertian audit.
Menurut Mulyadi pengertian auditing adalah sebagai berikut :

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
(2002:9)

Sedangkan pengertian auditing menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta, adalah sebagai berikut :
“Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independensi.”

(2003:15)
Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat bahwa tujuan audit adalah untuk menentukan apakah informasi yang dicatat telah mencerminkan secara wajar transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam audit dikumpulkan bukti-bukti berupa informasi yang berkualitas yang digunakan dalam menunjang audit. Dalam melakukan audit, ruang lingkup pertanggungjawaban pemeriksa harus dinyatakan secara jelas.
Auditor harus mampu memiliki kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan beserta jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan agar pada akhir audit dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai objek yang diperiksa. Selain itu pemeriksa juga harus merupakan seseorang yang independen, yang bebas dalam melakukan penilaian tanpa dipengaruhi oleh objek yang diperiksa.
Proses audit akan menjadi tak berarti jika hasil audit tidak dikomunikasikan pada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses pelaporan hasil audit juga memiliki peranan penting karena melalui pelaporan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan dapat diketahui, sehingga dapat dicari penyebabnya dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Sangatlah penting untuk memilih dengan teliti dan tepat keterangan/laporan yang mendukung dan menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan audit. Diantaranya adalah pertimbangan yang memerlukan perhatian pada jenis-jenis audit.
Mulyadi, menggolongkan audit menjadi tiga golongan, yaitu:
“Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Audit laporan keuangan

2. Audit kepatuhan, dan

3. Audit operasional.”

(2002:30)
Dari uraian diatas, dapat dijelaskan ketiga golongan audit tersebut sebagai berikut:
1. Audit Laporan Keuangan
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit yang selanjutnya dibagikan kepada para pengguna informasi keuangan, seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Audit Kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan yang berlaku. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang membuat kriteria.
3. Audit Operasional

Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai kinerja, efisiensi dan efektivitas suatu bagian, fungsi ataupun divisi suatu perusahaan. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut.
Untuk lebih jelasnya lagi akan dibahas mengenai audit operasional karena berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini.
2.1.3 Audit Operasional (Operations Auditing)
Pemikiran mengenai penerapan audit operasional timbul dari adanya tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, dan adanya kesenjangan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan audit operasional dalam hal ini bertujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi, dan efektifitas kegiatan dan juga menilai apakah cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga audit operasional harus dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan di dalam kegiatan operasional perusahaan.
Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan hal-hal yang mencakup audit operasional.
2.1.3.1  Pengertian Audit Operasional

Istilah untuk audit operasional sampai saat ini masih belum disepakati secara luas jika dibandingkan dengan audit istilah audit laporan keuangan. Beberapa istilah sering digunakan, dimana istilah-istilah tersebut memiliki sinonim dengan audit operasional seperti audit kinerja, audit manajemen, atau audit efektifitas, dan sebagainya.
Menurut Arens, Elder dan Beasley, menyebutkan bahwa :
“Audit Operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas prosedur serta metode tersebut.”

(2003:19)
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, mengatakan pengertian audit operasional adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.”

(2004:9)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional mencakup serangkaian prosedur yang terstruktur dan terorganisasi untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2.1.3.2 Karakteristik Audit Operasional
Audit operasional tumbuh dengan sendirinya sebagai perluasan audit keuangan, melampaui batas apa yang pada umumnya dianggap sebagai fungsi akuntansi, yang urusannya menyangkut kegiatan non-finansial yang kapan-kapan dinyatakan dengan angka dalam catatan finansial dari perusahaan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal, ada beberapa karakteristik yang melekat pada audit operasional seperti:
1. “ Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif
2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi

3. Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya (bagian penjualan, bagian perencanaan produksi, dan sebagainya), atau suatu fungsi, atau salah satu sub-klasifikasinya (pengendalian persediaan, sistem pelaporan, pembinaan pegawai, dan sebagainya)

4. Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari perusahaan/unit/fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggungjawab atau tugasnya
5. Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data dan standar.’’
(2008:37)
Dari uraian di atas maka peneliti dapat mengambil suatu pendapat bahwa karakteristik audit operasional pada umumnya bersifat investigatif dalam menilai efektifitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan perusahaan atau salah satu unitnya.
2.1.3.3 Manfaat dan Tujuan Audit Operasional
Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dilaksanakannya audit operasional menurut Amin Widjaja Tunggal, adalah sebagai berikut:
“Suatu audit operasional yang dilakukan secara tepat harus memberikan manajemen sejumlah manfaat, mencakup :
1. Kemampulabaan yang meningkat
2. Alokasi sumber daya yang efisien

3. Identifikasi masalah pada tahap awal, dan

4. Komunikasi yang lebih baik.”

(2006:24)
Tujuan audit operasional yang dikemukakan oleh Mulyadi adalah sebagai berikut:
“Tujuan audit operasional adalah untuk:

1. Mengevaluasi kinerja

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.”

(2002:32)
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan melaksanakan audit operasional diharapkan akan mampu menciptakan dan menjadikan aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan perusahaan menjadi efektif dan efisien.
2.1.3.4 Kualifikasi Auditor Operasional
Pada dasarnya audit operasional menyangkut analisis dan penilaian bisnis, keberhasilan audit dalam membantu perusahaan memperbaiki operasi sebagian besar tergantung pada sikap dan bakat auditor. Auditor harus mengerti akuntansi dan catatan-catatan finansial serta prinsip-prinsip dan teknik-teknik verifikasi dan analisis. Selain itu juga auditor harus memiliki independensi dan kompetensi yang dapat menunjang kinerja auditor.
Arens, Elder dan Beasley menyebutkan bahwa:

“Dua kualitas yang terpenting bagi auditor operasional adalah independensi dan kompetensi.”
(2006:501)
 Berikut akan diuraikan mengenai independensi dan kompetensi. 
A. Independensi
Audit operasional ditandai oleh adanya cara berpikir dan pendekatan yang dilakukan oleh pemeriksanya. Jadi audit operasional lebih merupakan cara pemeriksa melakukan pendekatan atau tugasnya, menganalisa subjek pemeriksaannya, serta menilai hasilnya.
Kedudukan pemeriksa harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa atau bebas dari pengaruh objek-objek yang diperiksanya. Para pemeriksa dikatakan mandiri, apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian mereka dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal ini sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat status organisasi dan sikap objektif para pemeriksa itu sendiri.
Menurut Arens, Elder dan Beasley yang diterjemahkan oleh Ford Lumban Gaol menyatakan bahwa:
“Kepada siapa auditor membuat laporan adalah penting untuk memastikan bahwa investigasi dan rekomendasi dibuat tanpa bias. Independensi auditor intern diperkuat dengan memiliki bagian audit intern yang melapor ke dewan direktur atau presiden direktur.”
(2006:501)
Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik”,  menyebutkan standar umum auditor adalah sebagai berikut:

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.”

(2001:220.1)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi harus dimiliki oleh setiap auditor guna dapat terpercayanya saran dan rekomendasi yang nantinya diberikan auditor setelah melakukan audit operasional.
B. Kompetensi
Dalam audit operasional, kompetensi sangat diperlukan untuk menentukan masalah-masalah dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi merupakan masalah utama bila audit operasional menyangkut masalah-masalah operasi yang mempunyai cakupan luas.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta, menyatakan bahwa:
“Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji.”
(2003:17)

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar “Profesional Akuntan Publik” menguraikan lebih rinci mengenai kompetensi sebagai berikut:

“Auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini:
a. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor intern,

b. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan,

c. Kebijakan, program, dan prosedur audit,

d. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern,

e. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern,

f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi, dan

g. Penilaian atas kinerja auditor intern”

(2001:322.3)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kompetensi audit operasional harus dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidangnya. 
Sesuai dengan kompetensinya maka auditor operasional membuat tahapan-tahapan pemeriksaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
2.1.3.5 Tahap-tahap Audit Operasional 
Mengingat sistem atau kegiatannya sekarang sudah sedemikan maju dan rumit, maka auditor dengan kemampuan atau kompetensinya, melakukan audit operasional ditempuh dalam tahap-tahap kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya tahap pekerjaan yang baik, maka auditor operasional akan menimbulkan banyak kendala.
Tahap-tahap audit operasional menurut Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan Ford Lumban Gaol, menyebutkan tahap-tahap audit operasional sebagai berikut:
“Adapun tahap-tahap audit operasional adalah:

1. Perencanaan,

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti, dan

3. Pelaporan dan tindak lanjut.”
(2006:503)
Berdasarkan tahap-tahap audit operasional di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:
A. Perencanaan

Pada saat perencanaan, auditor menentukan ruang lingkup penugasan, menyampaikan hal itu ke unit organisasional, menentukan staf penugasan yang tepat, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasi, memahami pengendalian intern, dan memutuskan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan.
Hal tersebut, sesuai dengan ungkapan Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik”, yaitu sebagai berikut:
“Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup dan perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas dan pengetahuan mengenai bisnis entitas.”

(2001:311.1)

Sedangkan menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta, tahapan perencanaan dalam audit operasional menyebutkan bahwa:
“Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.”

(2003:288)

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama dari perencanaan adalah memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada dan membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar.
B. Pengumpulan dan Evaluasi Bahan Bukti

Auditor mengumpulkan berbagai bukti audit digunakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan utama para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar.
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta, adalah sebagai berikut:

“Merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup berkualitas agar dapat mencapai tujuan audit.”
(2003:16)

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik”, menyatakan sebagai berikut:

“Auditor harus mempertimbangkan pengaruh gabungan dari berbagai tipe bukti audit yang ada kaitannya dengan suatu asersi dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit.”
(2001:319:21)

Dari uraian di atas, auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji. Setelah bahan bukti dikumpulkan, auditor memutuskan apakah audit layak dilakukan setiap tahun oleh auditor yang kompeten.
C. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pelaporan audit operasional biasanya dikirim hanya bagi pihak manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diaudit. Pelaporan ini seringkali banyak memakan waktu agar temuan-temuan dan rekomendasi audit disampaikan secara jelas.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik”, menyatakan sebagai berikut:
“Setiap laporan yang diterbitkan mengenai kondisi yang dapat dilaporkan harus:
a. Menunjukkan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberi keyakinan atas pengendalian intern.
b. Memuat definisi kondisi yang dapat dilaporkan

c. Memuat pembatasan distribusi laporan.”

(2001:325.3)

Sedangkan menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Ford Lumban Gaol, mengungkapkan hal sebagai berikut:
“Tindak lanjut adalah umum dalam audit operasional bilamana rekomendasi dilakukan ke manajemen. Tujuannya adalah menentukan apakah perubahan yang direkomendasikan dilakukan, dan jika tidak, mengapa.”
(2006:505)

Tidak adanya pihak ketiga, mengurangi akan kebutuhan pembakuan kata-kata dalam audit operasional, keragaman audit operasional memerlukan penyusunan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan, dan rekomendasi.
2.1.4 Meminimalkan Kecurangan Persediaan Barang Dagangan
Dalam aktivitas perusahaan yaitu membeli, mengelola dan kemudian menjual barang dagangannya, maka seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa persediaan barang dagangan sangat rentan terhadap kecurangan-kecurangan. Berikut akan dijabarkan mengenai kecurangan (fraud) sebagai langkah awal dalam mengetahui karakteristik dan tahapan kecurangan tersebut agar dapat menjadi dasar dalam menghindari dan meminimalisasi kecurangan.
2.1.4.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)
Kecurangan merupakan hal yang melanggar hukum atau peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pengertian dari kecurangan yang dapat diuraikan seperti berikut.

Menurut Bologna yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, menyebutkan bahwa pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu.”
(2008:1)
Dan menurut Bologna juga yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal menyatakan bahwa pengertian kecurangan persediaan adalah sebagai berikut:
“Kecurangan persediaan adalah penggambaran yang salah dari fakta material dengan cara menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan, penerapan dana yang salah atau pencurian atau penggunaan aktiva yang tidak tepat oleh petugas, pegawai dan agen.”

(2008:9)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dibidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.
2.1.4.2 Faktor-faktor Penyebab Kecurangan

Permasalahan kecurangan tidak datang dengan sendirinya. Perlu diketahui bahwa sesorang dalam melakukan kecurangan mempunyai faktor-faktor tersendiri.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, seperti yang disebutkan Soejono Karni, yaitu:

“Teori GONE terdiri dari :

1. Greed (keserakahan)

2. Opportunity (kesempatan)

3. Need (kebutuhan)

4. Exposure (pengungkapan)”
(2000:40)

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).
Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.  Faktor generik
Faktor ini biasanya merupakan faktor dari luar diri sesorang yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:
a. Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan;

b. Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.
2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah:

1. Misi/tujuan organisasi/perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan);

2. Aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan;

3. Gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan;

4. Praktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.

b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
Beberapa kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan:

1. Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan;

2. Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil;

3. Tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini;

4. Proses penerimaan karyawan yang tidak fair;

5. Kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.
2.1.4.3 Klasifikasi Kecurangan 
Untuk mengetahui klasifikasi kecurangan yang sering terjadi di perusahaan atau instansi lainya, berikut akan diuraikan mengenai klasifikasi dari kecurangan tersebut.
Menurut Soejono Karni klasifikasi kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
“ Kecurangan dapat diklasifikasikan tiga macam, yaitu:

a. management fraud

b. non management (employee) fraud

c. computer fraud.”
 (2000:35)
Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Management Fraud
Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime, karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja berwarna putih dan kerahnya pun putih.
B. Non management fraud
Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan melakukan kecurangan pada manajemen, maka kesempatan melakukan kecurangan karyawan tingkat bawah seperti wiraniaga, petugas kas, sopir-sopir perusahaan/kantor dan karyawan lainnya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki wewenang karena pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan.
C. Computer fraud
Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan atau kantor. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer di luar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri.
2.1.4.4 Tahapan Kecurangan
Dalam aktivitas perusahaan, kecurangan yang sering terjadi biasanya dilakukan oleh pegawai (employee), walaupun terkadang indikasi kecurangan juga dilakukan oleh pihak manajemen.
Menurut Amin Widjaja Tunggal, kecurangan tidak seperti kejahatan (crime) yang lain, kecurangan biasanya mencakup tahapan berikut:
“1. Tindakan (theft act)
 2. Penyembunyian (the concealment)
 3. Penggunaan Hasil Kecurangan (the conversion)”
(2008:4)

Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Tindakan (theft  act)
Tindakan kecurangan biasanya adalah pencurian (theft). Dalam contoh yang sederhana, pencurian dana kas kecil merupakan tindakan. Apabila tindakan telah selesai, usaha yang harus dilakukan oleh pelaku adalah menyembunyikan kecurangan tersebut.
B. Penyembunyian (the concealment)
Setelah seseorang melakukan pencurian biasanya dia akan menyembunyikan kecurangan tersebut dengan cara membuat bukti transaksi fiktif. Kecurangan usaha internal dapat digolongkan berdasarkan cara kecurangan disembunyikan. Terdapat dua metode penyembunyian :

1. Kecurangan dalam buku

Pada dasarnya metode penyembunyian kecurangan dalam buku terjadi dalam usaha. Pembayaran atau aktivitas gelap/haram dicatat, biasanya dengan keadaan yang mengaburkan/tidak kentara, dalam buku dan catatan regular perusahaan. Meskipun tidak jelas, jejak audit (audit trial) biasanya ada yang dapat membantu dalam deteksi/penemuan kecurangan dalam buku.

2. Kecurangan di luar buku 

Kecurangan diluar buku terjadi diluar aliran utama akuntansi, dan sebab itu, tampaknya tidak ada jejak audit. Biasanya, apabila kecurangan diluar buku terjadi, perusahaan umumnya mempunyai rabat pemasok yang tidak tercatat atau penjualan kas yang signifikan. Contoh kecurangan diluar buku adalah penyogokkan/penyuapan. Kecurangan diluar buku ini biasanya dibuktikan pada saat penerimaan, yaitu gejala awal akan muncul berkaitan dengan penerimaan dana gelap.
C. Penggunaan Hasil Kecurangan (the conversion)
Dalam hal ini, biasanya si pelaku setelah melakukan kecurangan dan penyembunyian akan berusaha menghilangkan jejak atas tindakan kecurangan yang telah dilakukan. Pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut. Penggunaan hasil kecurangan merupakan hal yang bisa dilihat dari perilaku pegawai. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pelaku kecurangan yang dapat dijadikan oleh auditor sebagai suatu pertimbangan adanya indikasi tindakan kecurangan.
Berikut beberapa ilustrasi kejahatan yang sudah menyebar :
1. Pengalihan Piutang
Hal ini terjadi biasanya terjadi pada bagian juru tulis atau akuntansi yang  mengurus pembayaran dari pelanggan dan beberapa pembayaran tersebut dalam uang tunai. Anda dapat menggunakan sementara uang tunai pembayaran dari pelanggan A dan menunggu sampai keesokan harinya untuk memberinya kredit, yaitu ketika Anda mengambil uang pelanggan B dan memasukkannya dalam akun pelanggan A. 
2. Pengalihan persediaan
Kecurangan terhadap persediaan biasanya melibatkan pegawai pabrik dan gudang, bahkan supir truk. Jumlah, macam dan kompleksitas kecurangan persediaan tidak mungkin diperkirakan, dinilai atau dikatalog. Desain kecurangan seperti ini adalah proses yang tak ada ujungnya. Berikut beberapa contohnya:
a. mengklasifikasi ulang persediaan ke kategori tidak ada nilai atau kategori nilai terbatas (misalnya rusak, kadaluarsa, contoh/sample gratis, dan sebagainya)
b. barang yang dihitung kurang oleh pihak penerima, barang yang dihitung lebih oleh orang yang mengirim dari gudang.

c. membuang material yang baik dan kemudian mengambilnya kembali ketika tidak ada orang disekitarnya
Berdasarkan uraian mengenai pengertian, faktor penyebab, klasifikasi dan tahapan-tahapan kecurangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam meminimalkan kecurangan terhadap persediaan hal yang terpenting adalah dengan cara tidak memberi kesempatan atau peluang bagi para pelaku kecurangan.
2.1.5  Hubungan Pemeriksaan Operasional Persediaan Barang Dagangan  Dengan Meminimalkan Tingkat Kecurangan Persediaan Barang Dagangan.
Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan. Untuk mencapai pelaksanaan yang efektif, diperlukan suatu struktur pengawasan yang baik dan terpadu sehingga dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menjaga dan memelihara keefektifan kegiatan operasional, maka biasanya perusahaan memerlukan suatu bagian khusus yang disebut bagian audit internal serta perusahaan memiliki persediaan barang dagangan yang dimana adalah permintaan atau keinginan pelanggannya yang harus dipenuhi.

Pengelolaan persediaan barang dagangan juga menjadi bagian yang diawasi dan diperiksa oleh bagian audit internal. Karena persediaan barang dagangan merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat rentan terhadap tindakan-tindakan kecurangan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal, menyebutkan bahwa:

“Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif-tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan sebab-sebabnya, dan rekomendasi tentang langkah-langkah korektifnya merupakan tujuan tambahan.”

(2007:37)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pemeriksaan operasional persediaan barang dagangan dalam meminimalkan kecurangan persediaan barang dagangan dimana pengelolaan persediaan dilakukan oleh pihak manajemen dan pada suatu unit fungsi yang lain seperti penjualan atau pergudangan kemungkinan terdapat indikasi untuk melakukan kecurangan yang menimbulkan ketidakefektifan fungsi tersebut. Dan audit operasional  diharapkan mampu memberikan langkah-langkah korektif atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, untuk masa mendatang.
Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung dengan penelitian ini adalah:
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
	No.
	Penulis
	Judul
	Hasil Penelitian
	Perbedaan
	Persamaan

	1.
	Aman Santoso

(2004)
	Audit operasional atas proses produksi dalam usaha menekan tingkat kecatatan produk
	Audit operasional proses produksi yang dilaksanakan sangat berperan dalam menekan tingkat kecatatan produk dalam proses produksi.
	Variabel terikatnya adalah dalam usaha menekan tingkat kecacatan produk.
	Terdapat variabel serta indikator mengenai audit operasional yang sama

	2.
	Alvin Fauzan

(2003)
	Peranan audit operasional dalam menunjang efektifitas pengendalian internal persediaan barang jadi
	Terdapat peranan audit operasional dalam pengendalian internal persediaan barang jadi
	Variabel terikatnya adalah perngendalian internal barang jadi
	Terdapat kesamaan mengenai audit operasional, dan persediaan barang jadi.


Penulis Aman Santoso menggunakan kriteria (kualifikasi) auditor internal yaitu independensi dan kompetensi serta pelaksanaan audit operasional yaitu perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti dan laporan dan tindak lanjut sebagai indikator pada variabel x yaitu audit operasional atas proses produksi dalam usaha menekan tingkat kecatatan produk. Dan Penulis Alvin Fauzan juga menggunakan kriteria (kualifikasi) auditor internal yaitu independensi dan kompetensi serta pelaksanaan audit operasional yaitu perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti dan laporan dan tindak lanjut sebagai indikator pada variabel x yaitu peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi, dimana pengendalian internal disini menjadi bagian penting dari penelitian.
2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagangan merupakan aktiva lancar yang sangat besar pengaruhnya bagi kegiatan operasional perusahaan. Oeh sebab itu maka perlu dilakukan pengelolaan persediaan secara baik dan benar, dan perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan.
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan memiliki suatu divisi khusus yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya divisi pengawasan dan pemeriksaan diharapakan dapat membantu manajemen dalam memberikan masukan-masukan dan rekomendasi untuk perbaikan. 
Konsep pemeriksaan operasional adalah terdapat pemikiran bahwa jika para manajer ingin beroperasi dengan tajam dan efektif serta kreatif, mereka memerlukan beberapa sistem peringatan yang dapat mendeteksi berbagai masalah yang merugikan dan berbagai kesempatan untuk pengembangan kegiatan perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal menyebutkan bahwa pengertian audit operasional adalah:
“Operations auditing adalah suatu proses yang sistematis dari penilaian efektifitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang di bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan.”

(2000:4)

Bagian penting dari definisi di atas adalah: proses yang sistematis, menilai operasi organisasi, efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi operasi, melaporkan kepada orang-orang yang tepat, serta rekomendasi untuk perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa audit operasional mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai efektifitas suatu unit atau fungsi, dan pengukuran efektifitas tersebut didasarkan pada bukti-bukti standar seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, prinsip organisasi dan manajemen, standar dan praktek industri, strategi-strategi, kebijakan prosedur yang ditetapkan dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Dalam melakukan pemeriksaan operasional seorang auditor harus memiliki sikap independensi dan kecakapan (kompetensi) yang baik agar dalam melakukan pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang baik.
Dalam Standar Auditing yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dikutip oleh Sukrisno Agoes menyebutkan bahwa:
“1. audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

                2.  dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.”

(2004:30)
Pemeriksaan operasional juga berkaitan dengan kompetensi auditor internal atau auditor operasional yaitu kemampuannya dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan yaitu perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti, serta pelaporan dan tindak lanjut dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan harapan pihak manajemen.
Menurut Amin Widjaja Tunggal menyebutkan bahwa tahapan pemeriksaan operasional yaitu:
“Tahapan umum pemeriksaan operasional yaitu:

a. Perencanaan

b. Mengumpulkan bukti-bukti performa

c. Analisis dan penyelidikan penyimpangan 

d. Menentukan tindakan korektif

e. Melaporkan hasil pemeriksaan”

(2000:46)

Pemeriksaan operasional bertujuan untuk menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi seluruh atau satu unit fungsi di perusahaan, termasuk terhadap bagian pergudangan dan bagian penjualan yang mengelola persediaan tersebut. Karena persediaan sangat rentan terhadap tindakan-tindakan kecurangan.

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Soejono Karni menyebutkan bahwa pengertian kecurangan yaitu:
“Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau dalam organisasi.

(2000:34)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan ilegal yang disengaja yang dapat dilakukan oleh orang di luar atau di dalam organisasi. Menurut Soejono Karni menyebutkan bahwa beberapa karakteristik kecurangan yaitu:
“Karakteristik kecurangan meliputi:

a.   adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum

b. yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu
c. dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi 

d. untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok

e. secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

(2000:34)
Dengan adanya indikasi-indikasi kecurangan terhadap persediaan barang dagangan, maka diharapkan dengan adanya pemeriksaan operasional barang dagangan dapat mengurangi kesempatan pihak-pihak yang akan melakukan tindakan kecurangan atas persediaan barang dagangan. 
Berikut merupakan tujuan dari audit operasional yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal, yaitu:
“Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.”
(2008:40)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Alvin Fauzan yang menyebutkan bahwa terdapat peranan audit operasional yang signifikan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal persediaan barang jadi.
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

	No.
	Penulis
	Judul
	Hasil Penelitian
	Perbedaan
	Persamaan

	1.
	Alvin Fauzan

(2003)
	Peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi
	Terdapat peranan audit operasional dalam pengendalian internal persediaan barang jadi
	Variabel terikatnya adalah perngendalian internal barang jadi
	Terdapat kesamaan mengenai audit operasional, dan persediaan barang jadi.
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Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis

Dalam sebuah penelitian, hipotesis sangat diperlukan guna menggambarkan pendapat sementara terhadap suatu permasalahan.
Sugiyono menyebutkan mengenai pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.” 

(2003:39)

Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, peneliti mengemukakan hipotesis:
“Pemeriksaan operasional persediaan barang dagangan berperan secara signifikan dalam meminimalkan kecurangan persediaan barang dagangan.”
Pendeteksian Fraud





Rekomendasi Perbaikan Kepada Pihak Manajemen
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